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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KOTA CIMAHI 

NOMOR : 16 TAHUN 2025 

TENTANG  

PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III 

Huruf B angka 2 Lampiran I Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 

tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual 

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, wilayah kerja Satgas KPU 

Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Provinsi 

adalah KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu 

dibentuk Unit Satuan Tugas Pencegahan 

Kekerasan Seksual di tingkat Komisi Pemilihan 

Umum Kota Cimahi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi 

tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Cimahi Tahun 2025; 

 

Mengingat ... 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 

(Convention on The Elimination of All Forms of 

Discriminations Against Women) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3277); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3886);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor   1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

 

 

 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6792); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6897); 

7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor ... 
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Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 

Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan 

Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

 

 
MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN 

KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025. 

KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cimahi Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEDUA 

 

: Tugas, wewenang dan kewajiban unit sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: 

1. Tugas 

a. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan 

seksual sesuai dengan wilayah kerja; 

b. Memberikan pendidikan pencegahan kekerasan 

seksual sesuai dengan wilayah kerja; 

c. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang 

mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan 

seksual di lingkungan kerja; 

d. Menyusun materi sosialisasi anti kekerasan 

seksual; dan 

e. Menyusun materi pendidikan anti kekerasan 

seksual. 

2. Wewenang 

a. Memberikan masukan untuk mengurangi resiko 

terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; 

dan 

b. Menyampaikan hasil penanganan kekerasan 

seksual sesuai dengan wilayah kerja. 

3. Kewajiban 

a. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual; 

b. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; 

dan 

c. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan 

mendukung anti kekerasan seksual. 

KETIGA ... 
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KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cimahi Tahun 2025. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 

 

Ditetapkan di Cimahi 
Pada tanggal 10 November 2025 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 
 

Ttd. 

  
ANZHAR ISHAL AFRYAND 

 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat KPU Kota Cimahi 
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum 

 
 

 
Wina Winiarti 

NIP. 198308242009122002 
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 LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA CIMAHI  

 NOMOR : 16 TAHUN 2025 

 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN 

KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 

TAHUN 2025 

 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2025 

 
 

UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025 

 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 

DALAM UNIT 

1.  LA MEDIA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 

Ketua  

2.  EMSIDELVA OKASTI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 

Anggota 

3.  CHARLYASI M. SIADARI SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA CIMAHI 

Anggota 

4.  YUSTI RAHAYU KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA 

DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

Anggota 

5.  WINA WINIARTI KASUBBAG TEKNIS 

PENYELENGGARAAN PEMILU  

DAN HUKUM 

Anggota 

6.  ANI SUHAENI PENATA KELOLA SISTEM DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

Anggota 

7.  WINDA WINARNI PENATA KELOLA SISTEM DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

Anggota 

8.  DEVI YUNI ASTUTI PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN Anggota 

9.  DHEA SULASTI PUTRI PENGADMINISTRASI PERKANTORAN Anggota 

10.  TAUFIK MULYANA PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL Anggota 
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11.  DEVINA MARTHA GN PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM 

AHLI PERTAMA 

Anggota 

12.  FARIQ FAUZAN M PENATA KELOLA SISTEM DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

Anggota 

13.  FAHMI FADILLAH PENBYUSUN MATERI HUKUM DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Anggota 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ditetapkan di Cimahi 

Pada tanggal 10 November 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA CIMAHI 

 

Ttd. 
  

ANZHAR ISHAL AFRYAND 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kota Cimahi 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 
 

 
 

Wina Winiarti 
NIP. 198308242009122002 
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